BABYV
PENUTUP

5.1 Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dipaparkan pada

pembahasan sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:
5.1.1Upaya yang dilakukan oleh pemerintah yang dilaksanakan oleh
Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) di Payakumbuh
memperlihatkan peran penting mereka dalam menjaga situasi
aman dan tentram bagi masyarakat. Berdasarkan Perda No. 1
Tahun 2022, Satpol PP berkomitmen menjalankan aturan secara
lebih bijaksana, termasuk mendata dan membina anak punk yang
terjaring razia. Tak hanya menindak, Satpol PP juga menggandeng
Dinas Sosial serta tokoh masyarakat untuk menanamkan nilai-nilai
sosial dan etika yang baik. Patroli rutin yang dijalankan Satpol PP
bertujuan menangkal kemungkinan gangguan keamanan serta
mewujudkan lingkungan yang kondusif bagi warga. Rehabilitasi
sosial bagi anak punk yang terjaring juga menjadi perhatian utama,
di mana mereka dibekali arahan dan pelatihan keterampilan
supaya bisa kembali berbaur di masyarakat. Harapannya, usaha ini
mampu mengubah pandangan dan perilaku anak punk, serta
memberikan kontribusi positif bagi lingkungan sekitar. Secara garis
besar, langkah Satpol PP dalam menertibkan anak punk di
Payakumbuh menggambarkan niat untuk mewujudkan ketertiban
umum yang berkesinambungan, melalui pendekatan yang

memprioritaskan pendidikan dan pemulihan.
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5.1.2 Kedala-kendala dalam Penerapan Peraturan Daerah (Perda) Kota
Payakumbuh Nomor 1 Tahun 2022 tentang Ketertiban Umum yang
membuat penegakan hukum dan penjagaan ketertiban di tengah
masyarakat jadi kurang maksimal. Salah satu masalah utamanya
adalah masih kurangnya pemahaman masyarakat tentang betapa

pentingnya
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5.1.3 Perda ini. Banyak warga yang belum mengerti apa tujuan dan
manfaat dari menjaga Kketertiban umum, sehingga mereka
cenderung mengacuhkan aturan-aturan yang ada. Ini artinya
pemerintah perlu lebih gencar lagi dalam menyosialisasikan Perda
ini agar masyarakat lebih paham. Selain itu, penolakan dari anak
punk untuk ikut program pembinaan juga menjadi penghalang.
Mereka merasa nyaman dengan gaya hidup dan komunitas mereka,
jadi tidak mau ikut program rehabilitasi. Mungkin, pendekatan
yang lebih mengutamakan sisi kemanusiaan dan melibatkan tokoh
masyarakat bisa menjadi solusi untuk mengatasi masalah ini.
Kurangnya sanksi yang tegas saat Perda ditegakkan juga membuat
para pelanggar tidak merasa takut dengan akibat dari perbuatan
mereka. Hal ini mengurangi efektivitas penegakan hukum dan
membuat orang berpikir bahwa peraturan bisa diabaikan. Oleh
karena itu, pemerintah perlu membuat sanksi yang lebih jelas dan
konsisten agar masyarakat sadar bahwa melanggar aturan akan
ada konsekuensinya. Singkatnya, agar Perda Kota Payakumbuh
Nomor 1 Tahun 2022 bisa berjalan lebih baik, perlu ada kerja sama
antara pemerintah, masyarakat, dan pihak-pihak terkait untuk
meningkatkan kesadaran, dukungan, dan penegakan hukum yang
lebih efektif.

5.1.4Pandangan Maslahah terhadap Upaya Pemerintah dalam
Menertibkan Anak Punk di Kota Payakumbuh, hal ini bertujuan
untuk memberi manfaat bagi masyarakat sekaligus mencegah
bahaya. Maslahah mencakup upaya melindungi lima hal mendasar,
yaitu: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda. Oleh karena
itu, tindakan pemerintah dalam menertibkan anak punk harus
didasari prinsip maslahah, demi menciptakan ketertiban yang
membawa manfaat dan menghindari hal-hal yang merugikan

masyarakat. Penting bagi pemerintah untuk merancang kebijakan
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publik yang mempertimbangkan baik dampak positif maupun
negatifnya bagi masyarakat luas, dengan mengutamakan
kesejahteraan bersama. Keterlibatan aktif masyarakat dalam
proses pengambilan keputusan juga merupakan hal yang krusial,
agar kebijakan yang dihasilkan benar-benar mencerminkan
kepentingan orang banyak. Dalam konteks ini, penegakan norma
agama dan norma sosial menjadi sangat penting, mengingat
perilaku menyimpang anak punk berpotensi merusak tatanan dan
nilai-nilai moral yang berlaku di masyarakat. Prinsip maslahah
‘ammah, maslahah dhururiyyah, dan maslahah hajiyyah menjadi
panduan dalam usaha menertibkan anak punk. Maslahah ‘ammah
menekankan betapa pentingnya kesejahteraan dan kepentingan
bersama, sementara maslahah dhururiyyah  fokus pada
perlindungan agama, keselamatan jiwa, serta akhlak. Kemudian,
maslahah hajiyyah mendorong adanya program pembinaan serta
pelatihan keterampilan agar anak punk bisa kembali berintegrasi
ke masyarakat dan menjadi pribadi yang produktif. Dengan
demikian, penerapan prinsip maslahah dalam setiap kebijakan
pemerintah diharapkan mampu mewujudkan lingkungan yang
aman, nyaman, dan inklusif. Lingkungan seperti ini memberikan
kesempatan bagi semua orang, termasuk anak punk, untuk
mengembangkan diri dan memberikan sumbangsih positif kepada

masyarakat.

5.2 Saran
Pada penelitian ini ada beberapa saran yang ingin penulis

sampaikan sebagai berikut :

5.2.1 Bagi Pemerintah
Diharapkan Pemerintah, terutama Satpol PP dan dinas-dinas

terkait, sebaiknya menerapkan cara yang mengutamakan

kemaslahatan dalam menangani keberadaan anak punk. Yang
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utama, alokasi dana untuk program pemulihan dan
pengembangan diri perlu ditambah, agar anak punk bisa
memperoleh pelatihan keahlian serta pendidikan yang membantu
mereka kembali berbaur dengan masyarakat. Selanjutnya,
penyuluhan tentang norma-norma sosial dan agama perlu
digencarkan melalui kegiatan yang melibatkan tokoh-tokoh
masyarakat dan pemuka agama, guna meningkatkan pemahaman

akan nilai-nilai luhur.

5.2.2 Bagi Masyarakat
Kepada seluruh masyarakat Kota Payakumbuh baik orang tua

maupun pemerintah agar harus peduli terhadap permasalahan
yang menyangkut penertiban terhadap anak punk di Kota
Payakumbuh, dan kita harus menjadi pelapor dan pelopor dan
saling bekerja sama untuk menjamin keselamatan dan ketertiban
yang sejahtera baik itu untuk masyarakat serta anak punk yang
ada di Kota Payakumbuh. Masyarakat juga harus ikut andil dalam
menciptakan lingkungan yang suportif, dengan meningkatkan
kesadaran dan ketaatan terhadap peraturan serta menanamkan
nilai-nilai keagamaan. Dengan adanya kerja sama antara
pemerintah dan masyarakat, diharapkan terbentuk lingkungan
yang aman dan mendukung bagi anak punk, serta mencegah
tindakan-tindakan yang menyimpang yang bisa merusak masa
depan mereka. Cara ini diharapkan dapat mewujudkan
keseimbangan antara penegakan hukum dan perlindungan hak-

hak anak.
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Menimbang

WALIKOTA PAYAKUMBUH
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN DAERAH KOTA PAYAKUMBUH
NOMOR { TAHUN 2022
TENTANG
KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA PAYAKUMBUH,

a. bahwa sebagai makhluk sosial manusia selalu
melakukan interaksi sosial dengan sesama manusia
termasuk dengan lingkungannya schingga
kebutuhan akan ketenteraman, ketertiban,
kenyamanan, kebersihan dan keindahan diperlukan
dalam setiap tata kehidupan;

b. bahwa Kota Payakumbuh yang berdasarkan “Adat
Basandi Syara’, Syara’ Basandi Kitabullah, berakhlak
mulia dan berbudaya perlu dijaga dan dipertahankan
salah satunya dengan mewujudkan ketenteraman
dan ketertiban umum dalam tata kehidupan
masyarakat di Kota Payakumbuh;

c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja,
menyatakan bahwa ketenteraman, ketertiban umum
merupakan urusan pemerintah wajib yang berkaitan
dengan pelayanan dasar  sehingga untuk
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